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QANUN KABUPATEN ACEIFBARAT
NOMOR: 5 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI KETENAGAKERJAAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT

bahwa dengan telah ditctapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang, Pajak Dacrah dan Retribusi Dacerah, maka Retribusi Ketenagakerjaan
merupakan Retribusi Duerah  dibidang Retribusi Jasa Umum;

bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

dintur dengan Qanun,

llnclung-lhuﬂng Nomor 7 (Drt) Tahunl956 tenlang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-kabupaten datam Lingkungan Propiﬂsi Sumatera Ularag
Undang-Undang Nomor | Tahun 1970 tentang  Kesclamatan  Kerja
(l.embaran Negura Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 291 8);

Undang-Undang  Nomor 7  Tahun 1981 tentang  Wajib  Lapor
Ketenagakerjaan di  Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
Unduang-Undang  Nomor 44 Tahun 1999  tentang Penyelenggaraan
l{eislilncwumzt- Provinsi Ducrah Istimewa Acch (Lembaran Nepara Republik
Indonesia ‘Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3893 3

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 uzlnlang Serikat Pekerja/Bureh
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan
LLembaran Negara Nomor 3989);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negpara Nomor 4275),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana telah

diubah dencan Undanp-undang Nomor 8§ tahun 2005 lentang Penctapan




Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 20(
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentar
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republ
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, twmbahan Lembaran Negara Republ
Indonesia Nomor 4548} ;

9. Undang-Undang WNomor 39 Tahun 2004 tentang Penciopatan  di
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Nega
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, tambahan Lembaran Republ
Indonesia nomor 44435);

10. Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2006 wntang Pemerintuban Acc
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20060 Nomaor 62, tambahs
Lembaran Negara Nomor 4633);

11. Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dun Retribu
Daerah; ’
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1934 (entang Cara Mcembuat d:
Mengatur Perjanjian Pecrburuhan (l.embaran Ncgara Republik Indones

Tahun 19534 Nomor 9, Tambahan [.embaran Negara Nomor 6666):

13. Peraturan - Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 twentang  Penyerahs
Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kescjahteras
Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerjo kepada Penganggt
di Daerah-daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Peiaksanaan Undang
Undang Nomor 8 Tahun 1981 “tentang Ilukum Acara Pidana (Lembara
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembara
Negara Nomor 3258},

I5, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang Latihan Kerj
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 2912, Tambaha
Lembaran Negara Nomor 3456);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 1::]1le 2001 tentang Pembinaan da
Pengawasan atas Penyclenggaraan Pemerintah Dacrah (Lembaran Nepas
Republik Indonesia Tahun 2001 I?omm_' 41, Tambahan Lembaran Negar
Nomor 4090); v

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daera
(Lembaran Negara Republik Indonesia I'ahun 2001 Nomor 119, Tambaha
Lembaran Negara Nomor 4139);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusa.
Pemerintahan Antara. Pemerintah, [Pemerintahan Dacrah Provinsi da

Pemerintahan Daecrah Kab upater/Kota;




| 1Rg '("l.KWNN:p);
21. Qanun’ Adeh.-Nomgt:3 007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;

"

227 QanuiKabupaten ‘ﬁéﬁhf Jarat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi-dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat.

) Dengan Persetujuan ;
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT
MEMUTUSKAN:

Menempkan : QANUN KABUPATEN ACEI BARAT TENTANG RETRIBUSI

KETENAGAKERJAAN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.

o Lth B W

10.

1.

Kabupaten adalah Kabupaten Acch Barat.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Ra.kyat Kabupaten Acch Barat.
Bupati adalah Bupati Aceh Barat.

Dinas adalah Dinas Tenaga Kcrj;\ dan Transmipgrasi Kabupaten Acch Barat.

Pcjabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkunpan Pemerintah Ducrah yang berwenang dibidang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Kas Daerah adalah Kas Dacrah Kabupaten Acch Barat.

Retribusi adalah Pungutan Daerah scbagai pembayaran atas jasa atau pemberian ivin (ertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan olch Pemerintah Dacrah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termuasuk pungutan, pemotongan

retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalalh suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi
untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barai,

Jasa adalah Kegialan Pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menycbabkan Barang

Fasilitas atau Kemanfatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan,




adalali“surat yang.digunakan

atau wajib oran-retribusi yang erutang ke

Kas Daérah.- -

. Surat Ketetapan: Retribusi- Dastah yang selidnjul ‘disingkat SKRID adalah Surat Keputusan
yang menentukan besarnya jumlah retribusi yﬁh@, '1&rutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebibh Bayar yang sclnnjuln?fa disingkat SKRDLID> adalah
Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebiban pembayaran retribusi karcna
jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang 1;}|'ulzn1g atau scharusnya tidak
lerutang.

. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan iuran terutang termasuk bunga dan/atau denda.

7. Swrat Keputusan Keberatan adalah sural  Keputusan atas keberatan erhadap SKIRD atau-
dokumen lail; yang dipersamalkan, SKRDKB'I‘ dan SIKRIDLIB yang dinjukan oleh wajib retribusi.

%, Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan lerteniu Pemerintah Dacrah dalam
E -

rzlnéku pemberian izin kepada orang pribadi atau badun yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penpgunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana, alau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan.

. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten
dibidang ketenagakerjaan untuk tujuan Kepentingan dan kemanlaatan umum  serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

. Pemeriksaan adalah serangkatan kegialan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data
dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan,

. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilokukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, guna mencura dan
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi

daerah yang terjadi serta mencntukan tersangkanya.

BABII
- NAMA OBJEK DAN SUBJEIC RETRIBUSI
. vh
Pasal 2

(1). Dengan nama Retribusi Ketenagakerjuan dipungut rclr}busi alas pelayanan dalam Oidang
Pembinaan Latihan dan Produklivitas, Pencmpatan Ténaga Kerja dan Perluasan Nerja,

embinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Kelenagakerjaan.,
p g




ang diberikan, olch Dinas

riiadap peroigan wtau badan

(3). Subjek retribusizag g pribadi atau badan yang menggunakan/mencrima peliyanan jasa

ketenagakerjaan..

BAB 111
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3

Retribusi Ketenagakerjaan termasuk retribusi jasa umum dan perizinan.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 4

(])'. Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan volume junlah pengguna tenaga kerja
baik asing maupun .enaga kerja Indonesia,. kelayakan penetapan besarnya taril dan waktu
penggunaan tenaga kerja dimaksud. - o

(2). Pengawasan terhadap pesawat uap, bejana tekan, pesawat anghkut, lift dan alal lainnya dihitung
berdasarkan satuan tenaga kuda dan satuan unit. "

- (3). Penetapan tingkat pengguna jasa penyelenggaraan Latihan Kerja bagi para wajib latih tenaga

kerja, dihitung dari jumlah upah yang dibayar oleh perusahaan sctiap bulan, baik yang

mempergunakan sistem padat karya maupun padat modal dan padat manajemen.

-
-

_ BAB YV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

(1). Prinsip dan sasaran penctapan struktur dan besarnya taril retribusi didasarkan kepada kegiatan

usaha, jumnlah tenaga kerja dari kegiatan usaha yang dilakukan otch orang pribadi atau hadan.
* (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pelatihan, pembinian, pelayanan,
pemeriksaan, perizinan dan pengawasan. ' .
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

pclayanan  yang  diberikan  dibidang

jenis

tarif . . digolongkan  berdasarkan




‘Rp. 25.000.-
2 | Izin Penaﬁﬁf)'i:’ {2 “fer Perusahaan/ Rp. 100.000.-
TKI - ' Tahun
3 | Retribusi/Pembinaan penempalan lenaga Per orang/ Rp. 10.000.-
] kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) | Perizinan/
e dari pengguna tenaga kerja Pencempatan
4 | Retribusi/Pembinaan  penempatan  lcnaga Per orang/ Rp.  5.000.-
e kerja Antar Kerja Lokal (AKL) dari Perizinan/
i pengguna tenaga kerja Penempatan
5 | Perpanjangan Izin Mcmperkerjakan Tenaga | Per orang/ 17in Rp. 30.000.-
! Kerja Asing (IMTA)
7 i 6 | Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Per arang/ Rp. 20.000.-
Nicuryi Kerja Asing (RPTKA) Perusahan
. 7 | Penerbitan izin operasional LLS (Lembaga Perkejuruan/ Rp. 25.000.-
| 1 Latihan Swasta) : Tahun
i 8. | Jasa Akreditasi Lembaga Latihan Swasla Perlembaga/ Rp. 50.000.-
it Tahun
5 : 9. | Legalisasi Sertifikat Pelatihan Per lembar Rp.  5.000.-
et 10. | Jasa mediator dalam mMemproscs - Per orang/ Rp. 25.000.-
5 ) penyciesaian praperadilan Hubungan Perusahaan
? U L Industrial dari perusahaan
§ q8 I1. | Biaya perizinan penyedia jasa tenaga kerja Perperusubiaan Rp. 300.000.-
| i dalam negeri ~ :
i 12. | Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) Per Perusahaan Rp. 25.000.-
: Y i 13. | Pendaftaran  Perjanjian Kerja  Bersama | Per Perusahaan Rp. 50.000.-
e ¢ (PKB)
| it e 14. | Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Per Orang Rp. 5.000.-
(s | (PKWT)
il ¢ 15. | Perizinan Pencatatan Serikat Pekerja (SP) Per SP Rp. 20.000.-
4 i 16. | Pendaftaran-Lembaga Kerjasama Bipartite Per Perusahaan Rp. 20.000.-
¢ é; 17. | Pengesahan Gambar Rencana Pembuatan, Per Unit Rp. 25.000.-
Lo Pemasangan : I.etel Uap, Pesawat Uap
i lainnya, Bejana Tekan,. Pesawat - Angkat .
Angkut, Instalasi Listt istPeriyalur
Petir, Pesawat Lift-Lis] ldsiiREoteksi
Kebakaran dan InstalasiiPipt i ¥ ‘




wat Lilt Listrik
hsi Proteksi Kebakaran

Bitan izin pengesahan pemakaian ketel
csawat uap lainnya, bejana berlekanan,
ial angkat angkut, instalasi listrik,
nslasi penyalur petir, pesawat lift listrik,
Sisialasi proteksi kebakaran dan instalasi
; rickanan 4

}:,csahan :
atering dan Kantin

arana pelayanan keschatan -
aga kerja di perusahaan N
agesahan perusihaan pengedar,
yimpan dan pengguna pestisida

daftaran Wajib Lapor Ketenagakerjaan :
225 T'enaga Kerja
rerusahaan Kecil)
75-49 Tenaga Kerja
crusahaan Scdang)

éj’c:‘xlSLtl\ualt_ Menengah)
>100 Tenaga Kerja

E;ﬂt“ﬁ
i
.

Per Perusahaan/

Per PK/ Tahun

.:sfrr'

CPer Unit
Per Unit
Per Unit
Per Unit

[N

Tahun

/Unit

Per Unit

Per Perusahaan

Per Perusahaan

Per Perusahaan
Per Perusahaan
Per Perusahaan/

Tahun

Per orang/ paket

Per Perusahaan/
Paket

Per Perusahaan

Per Perusahaan

Per Perusahaan

Per Perusahaan’

Rp. 25.000,-
Rp. 25.000,-
Rp. 25.000,

Rp. 350.000.
Rp. 100/ PK

Rp. 50.000,-

Rp. 25.000,-

Rp. 25.000,-

Rp. 25.000,-

Rp. 25.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 20.000,-

Rp. 100.000,-
Rp. 25.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 75.000,-

Rp. 100.000,-

@erusahadn Besar) - .




Ang-terutang ~dipurigut diFv fiate _ #an di- bidang ketenagakerjaan

BAB VIII :
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
>asal § .
: daku izin pelayanan bidang ketenagakerjaan ditetapkan 1 (satu) tahun.
gmolionan perpanjangan izin schagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilakukan

al-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo izin berakhir,

Pasal 9

erutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10
fgutan retribusi tidak dapat diborongkan.

i dipungut dengan menggunakan SKRD atau alat lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11
d swajib retribusi tiduk membayar tepat pada waktunya alau kurang membayar, dikenakan
inistrasi berupa denda 2 % (dua pers::n) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau

ar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BARB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Iasal 12
'arn retribusi daerah dl]dkl,lkdn di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai
yang dilenfuk dn dengan med{g,;:unal an SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
-hal punbay'udn dilakukan di (empat lain yang ditunjuk hasil retribusi daerah harus

‘ L
e Kas Dacrah selambat-lambatnya | x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan dengan




BAB XII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
. Pasal 13
di dapat memberikan keringanun, pengurangan dan pembebasan retribusi.
berian keringanan, pengurangan dan pembebasan l‘ClI"ibl.lSi sebagaimana dimaksud ayat )
| ini, dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terdapatnya
salahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah dan peraturan

s

¢J/7erundang-undangan retribusi daerah.
.mbebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayal (1) antara lain* diberikan kepada wajib
Yetribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusuhan massal.

\ cara pemberian Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan

gputusan Bupali. ‘

. BAB XIII
KADALUARSA PENAGIHAN
l Pasal 14
lak untuk melaksanakan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3
iga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan
ndak pidana dibidang retribusi.
adaluarsa penagihan refribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
iterbitkan surat teguran atau.;

‘Ada pengakuan uteng retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung,

-
-

BAB XIV

KETENTUAN SANKSI
Bagian Pertama
Sanksi Administrasi
Pasal 15

arang siapa melanggar peraturan administratif scbagaimana tercantum pada Qanun ini, maka
kan dikenakan denda.
ilamana pembayaran  retribusi  dacrah  dilakukan selelah lewat waktu yang ditentukan
chagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen)

ctiap bulan dari retribust terutang dan tagihan dengan menerbitkan STRID.



e
- R

hya mielanggar ketentuan yang diatur

Qanun ini diancam pidaia ama 6 (enam) bulan kurungan atau denda

i '..pz}lljngft-;anyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
“Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 17
kungan Pemerintah Daerah diberi
a di bidang ketenagakerjaan.

). pejabal Pegawal Negeri Sipil tertentu diling kan wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidan '
4 dimaksud pada ayat (1) adalah:
an meneliti keterangan atau la
pan atau laporan tersebut menjadi jélas.

i atau badan tentang

"'2). Wewenang penyidik schagaiman
poran berkenaan dengan

4. Menerima, mencari, mengumpulkan d
tindak pidana dibidang kelenagakerjaan agar keteran
angan mengenai orang pribad

b, Meneliti, mencari, mengum[;ulkan'kctcr
dengan tindak pidana dibidang

kebenaran perbuatan  yang dilakukan sehubungan
ketenagakerjaan. )

an bukti dari orang pribadi atau badan schubungan dengan

¢ Meminta keterangan dan bah

tindak pidana dibidang ketenagakerjaan.

n dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak

d. Memeriksa buku-buku, catatan-calatan da
pidana dibidang ketenagakerjaan.

. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan ba
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

tugas penyidikan tindak pidana

han bukti pembukuan, pencatatan dan

dokumen-dokumen lain serta melakukan

[ Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan

dibidang ketenagakerjaan.
larany seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada

g. Menyuruh berhenti dan alau mé
LR
sa identitas orang atau dokumen yang

saat pemeriksaan scdang berlangsung dan memerik

dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
g berkaitan dengan tindak pidana k

ya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

h. Memotret seseorang yan etenagakerjaan.

i, Memanggil orang untuk didengar keterangann

j.  Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perl
' ik ang dapat dipertanggungjawabkan.

i Ly, sinemberitahukan - dimulainy
Yai dengan ketentuan yang diatul’-.'_-@i_al;am

u untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang

ketenagakerjaan i St lukow
a - penyidikan dan

i

(3). Penyidikan scag

>

menyampaikan 1

T

o e

Lindang-Undang N



L oY =4 -
BTy

T
‘ MRy

AT

B
e
S
[1]
£
g‘ .
Q
=2

T

T Juni 2010

BABXVII
KETENTUAN PENUTUP

_ Pasal 19

zzi%_n j'ang belum diatur diatur dalam Qanun ini, sepémja.ng mengenai teknis pelaksanaannya

tur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

24 J. Akhir 1431
S DAERAH L

ET

Pasal 20

Pasal 21

setiap orang Idapé.t mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini -dengen

Disahkan di : Meulatoh
Pada tanggal :

A Jumi 2010

2010 NOMOR: -5

iv 1431

BARAT J’




